PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS I B

NOMOR : 6/KPN.W6-U4/TI1.1/1/2026

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENGGANDAAN SALINAN INFORMASI / DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingat

PADA PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS I B,

. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan

efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri
Baturaja Kelas I B dalam melaksanakan reformasi biroktrasi
di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan

Negeri Baturaja Kelas I B di laksanakan melalui meja
informasi;

. Bahwa agar pelayanan meja informasi dapat terlaksana

dengan baik perlu ditetapkan Biaya Pengadaan Salinan
Informasi / Dekumentasi,

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud

dalam huruf a, b dan c.

. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik ;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman ;

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum ;

. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada

Mahkamah Agung RI (Buku III) ;

. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144

Tahun 2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi
di Pengadilan ;



MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BATURAJA
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLE
BLOWIING SYSTEM) PADA PENGADILAN NEGERI BATURAJA
KELAS I B.

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja
Nomor 28/KPN.W6-U4/HM1.1/1/2025 pada tanggal 02 Januari
2025 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle
Blowing System) pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B.

Merespon setiap pengaduan pada Pengadilan Negeri Baturaja
dan memberikan jaminan bagi pelapor bahwa
laporan/pengaduan yang digjukan ditangani secara efektif,
efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat
melalui website Mahkamah Agung RI.

Penanganan pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan
pelanggaran perilaku meliputi pengaduan atau dugaan
pelanggaran perilaku oleh Hakim dan pegawai aparatur sipil

Negara yang dilakukan didalam maupun diluar kedinasan.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
Pada Tanggal 02 Januari 2026

}KE/’I'EAP@. GADILAN NEGERI




MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BATURAJA
TENTANG PEMBERLAKUAN PENETAPAN BIAYA
PENGGANDAAN SALINAN INFORMASI / DOKUMENTASI PADA
PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS I B,

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja
Kelas T B Nomor: 3/KPN.E6-U4/TI 1.1/1/2025 tanggal 02
Januari 2025 tentang Pemberlakuan Penetapan Biaya
Penggandaan Salinan Informasi / Dokumentasi pada Pengadilan
Negeri Baturaja Kelas I B.

Biaya salinan informasi / dokumentasi sebagai berikut:

‘_No. ‘Uraian B | Biaya

‘ 1 Biaya Penggandaan berupa foto | Rp. 500.- / lembar
.l copy

| 2 Biaya Transfortasi Rp. 10.000,-

Dengan adanya keputusan ini maka keputusan yang lalu tidak
berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Baturaja
Pada Tanggal 02 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI
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